Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0393/Pdt.P/2019/PA.Wsp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

yang diajukan oleh :
Sale bin Dade, umuy/a& aHt PeNdidikan SD, pekerjaan

Telah mendengark@ On, dan saksi-saksi,

serta telah memerikg

Menimbang, h ema urat permohonannya
tertanggal 11 Desember ”di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Watansoppeng register perkara Nomor
0393/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak
kandungnya bernama Nurul Humuerah binti Wajdih, umur 16 tahun
tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Bunne RT. 003 RW. 003 Desa Goarie Kecamatan
Marioriwawo Kabupaten Soppeng., dengan seorang lelaki bernama
Suardi bin Hodding, umur 22 tahun tahun, agama Islam, pendidikan tidak
ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Belalau Desa Soga

Kecamatan Marioriwawo,Kabupaten Soppeng;
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2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi berdasarkan surat
Nomor B-1120/KUA.21.20.07/PW.01/12/2019 tanggal 09 Desember
2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo menolak
untuk melangsungkan pernikahan antara Suardi bin Hodding dengan
Nurul Humuerah binti Wajdih dengan alasan anak Pemohon, Nurul
Humuerah binti Wajdih, masih dibawa umur dan belum mencapai umur
16 tahun;

3. Bahwa antara ana
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lelaki Suardi bin : fnengenal dan sudah

berhubungan akg ,,‘ . Ko 3 sehingga hubungan

5. Bahwa hubun g Slofl Suaminya tersebut
tidak ada halag i ' ) : an dan pernikahan

n karena Pemohon

6. Bahwa anak Pemohon, NurtH=EEEREe: g7 binti Wajdih berstatus perawan
dan telah agqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga,
begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi
kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
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2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Fira Nanda binti
Sale) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Suardi bin
Hodding);

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang
berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang ya ditetapkan Pemohon telah hadir

sendiri di persidangan, . ) at permohonan Pemohon

yang isi dan maksudny 9“- N ~~\

>

Wajdih berdasarkan Akt ---------- MeMor 16183/Dis/d-kctt3/XI11/2010,
Tanggal 22 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat
Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos,
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan
pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Nomor B-
1120/KUA.21.20.07/PW.01/12/2019, tanggal 09 Desember 2019, diberi
kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di

muka sidang yang masing-masing adalah :
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1. Muh.Tang bin Lahang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bunne,Desa
Goarie,Kecamatan Marioriwawo,Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa mengenal pemohon | bernama Sale bin Dade dan
pemohon Il bernama Mareati binti Ruse;

- Bahwa mengetahui pemohon bermaksud untuk menikahkan

- etahui.an olg ilamar oleh seorang
\J

™

laki-laki bernam ~..-

- Bahwa menget nak - pe dan calon suaminya tidak

ada hubungan nasab atatipuiEESESEHs

- Bahwa status anak pemohon masih gadis dan calon suminya

jejaka.
2. Tawakkala bin Mare, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Soga,Desa Soga,Kecamatan
Marioriwawo,Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenal pemohon | bernama Sale bin Dade dan

pemohon Il bernama Mareati binti Ruse;

- Bahwa mengetahui pemohon bermaksud untuk menikahkan

anaknya namun belum cukup umur;
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- Bahwa umur anak pemohon baru 16 tahun;

- Bahwa pemohon belum dapat dinikahkan karena belum cukup
umur;

- Bahwa anak pemohon sudah mampu menjadi ibu rumah
tangga;

- Bahwa anak pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa
karena telah pacaran selama 1 tahun;

- Bahwa mengetahui_agak.pemohon sudah beberapa Kkali

mengalami menstruas
ol h,'&/é-.‘,

- Bahwa meg Ah dilamar oleh seorang

ngeta
. . V’/
laki-laki bernag giy/ i
./ 10 ‘ 1k af_Balon suaminya tidak
aal " .

ada hubungg

Bahwa ata ere gfiifohon menyatakan
menerima dan me ANnNye Mol tidak mengajukan
apapun lagi dan mo

Bahwa untuk

bagian yang tidak terpisahkan daesiSEREHES ini;
PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurul Humuerah binti
Wajdih, umur 16 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan
anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Suardi bin
Hodding, umur 22 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran,
saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan

karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua
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belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak
lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat
Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo berdasarkan surat Nomor B-
1120/KUA.21.20.07/PW.01/12/2019, tanggal 09 Desember 2019 menolak
dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka

sidang dan telah memberikan kete ang pada pokoknya mendukung

Menimbang, bapt glil-dalil permohonannya,
Pemohon telah me 4 1 sampai P.3 yang
berupa fotokopi-fotg yang-as ?7 i\ oleh Pejabat yang

pernikahan anak Pemohon digjticameike KUA Kecamatan Marioriwawo,
namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marioriwawo menolak
untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;
Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi
yaitu : Muh.Tang bin Lahang dan Tawakkala bin Mare yang telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan
mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan
dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak
Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Humuerah binti Wajdih, saat ini
berumur 16 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk
menjadi istri bagi calon suaminya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Suardi bin Hodding,

berumur 22 tahun tahun;

- Bahwa anak Pe / polhpeRyqiakan  persetujuan  untuk

- Bahwa antg F* : Saminya tidak ada

hubungan kelugii@ ; terhalang untuk

- Bahwa status Beehen—p: [atus calon suaminya

jejaka;

- Bahwa keluarga “k€dUiabeE}E ah pfah merestui pernikahan
keduanya dan tidak a —riie keberatan atas pernikahan
tersebut;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak
untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut
ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40
Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum
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Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16
tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita
belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari
terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi
kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia

minimal 16 tahun bagi calon mempelai nita erat kaitannya dengan adanya

bangan tersebut

dengan memberi

bin Hodding, umur 22 =i

Menimbang, bahwa > an

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

perkawinan, maka berdasar LERILEICHep 89 ayat (1) Undang-Undang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1, Mengabulkan permohonan pemohon;
2.Memberikan dispensasi kepada pemohon Huna bin Sagoni untuk
menikahkan Cucu perempuan yang bernama Fira Nanda binti Sale

untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Suardi bin Hodding;
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3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 366.000,00(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami
Drs. Andi. Zainuddin sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang_terh ntuk umum oleh Hakim Tunggal

jlera Pengganti,

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp  30.000,00
ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 250.000,00
- PNBP penggugat Rp. 10.000.00
- PNBP tergugat Rp. 10.000.00

- Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng
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